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Abstrak
 

Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam

melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”).

Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi

BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah

dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan

kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan

yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT

Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik

inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya

indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan

Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh

BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang

bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya

Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

......In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate

the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this

holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their

management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding

company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as

the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT

Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya

(Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for

several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999

concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will

discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the
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Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the

formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors

can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This

thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by

State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector


